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SAI-INAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

I' ERATLIRAN DA Ii RAI I KA I}TIPA'I' Ii N I( Ii I) I IT I

NOMOR 4 TAIIUN2OOT

TENI'ANC

PERI-ISAHAAN DAERAH AIR MINUM I(ABI.IPAT'EN KBDITII

DENGAN RAHMA'I'TUHAN YANG NIAHA BSA
BUPATI KBDIRI,

bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan Air Minum haik diperkotaan

maupun dipedesaan, maka peranan PDAM perlu ditingkatkan dalar.n rangka

pelayanan terhadap rnasyarakat ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten l)acrah Iingkat il Kediri Nomor 4 'l'alrurr

1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum liabupaten Daerah 't ingkat 11 Kediri
sudah tidak sesuai dengarr Poraturan Pcrundtng-unclangan :;ehingga perlu

disesuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri terrtang Pcrusahaan Daerah

Air ltufinum Kabupatcn Kcdiri :

Undang-Undarrg Nornor 12 Tahun 1950 tcrrtaug Pcmbcntukan Dacrah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi .larva Titrur;
LJndang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pelusahaan Daerah (l-ernbaran

Negara I{epublik lndonesia 'fahun 1962 Nor.nor 10, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 2387 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, 'fambahan l"embaran Negara

I{epublik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang ltromor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia 'l'ahun 2003 Nomor 47, 'l'arnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor I 'fahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lernbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Notnor 1, Tambahan

Lcrnbara r Rcputrlik Indoncsia Ncgara Nornor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tctrlang Sunrbor Daya Air (Lcrnbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 32, l'antbahan l-cnrbaran

Rcpublik Indonesia Negara Nornor 4377) I
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7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, 
-l'ambahan Lembaran Negara llepublik Indoncsia Nomor 4389) , : t

8. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan'dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara I{epublik Indonesia Nomor 4400) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarrg Pernerintahan Daerah (Lembaran

Negara nepublik indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan Lembaran

Nelara Republik indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3" Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Notno r 4493\ yangtelah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Leurbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, 
-f 

ambahan Lembaran Negara lLepublik lndonesia Nomor

4548),

10. Undang-Undang Nomor 33 'fahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerinrth Pusat clan Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara 'I'ahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

I 1. Peraturan Pernerintah Non-rc'r 25 'l'ahun 2000 tentang Kcwenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Letnbaran Ncgara Republik

indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tcntang Pengemhangan Sistcm

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4490);

13'PeraturanPerncrintahNornorTgTahun2005tentangPedomanPcnrbinaandan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 200j Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593)l

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;

15. Peratura:n Menteri Dalam Ne geri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman

Penetapan Tarip Air Minr'rm pada Perusahaan Daerah Air Mintrm '

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 'I'ahrrn I 998 tentang Rentuk Flukum

Dewan Usaha Milik Daerah :

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 'lenis dan Bentuk

Produk Hukum Daerah :

I 8. Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 16 Tahun 2006 te ntang Prosedur

Pcnyusunan Prodtrk Ilukunr Daerah ;

lg'PeraturanMenteriDalarnNcgeriNornorlTl'ahun2006tentangLembaran
Daerah dan Berita Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 'I'ahun 2007 tcntang Organ datr

l(opcgawaian Perusahaan Dacrah Air Minurn '

2 I . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 47 'l'ahun 1999 tentang Pedonran

Pcnilaian Kinerjzr Perusahaan Dacrah Air Minutr ;
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BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPA'I KIiDUDUKAN

Pasal 2

PDAM yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Daerah 
-i'ingkat II Kedirr

Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Kediri yang ditetapkan tanggal '16 Pebruari 1993, berdasarkan Peraturan

Daerah iru dilartjutkan berdirinya dan meneruskan usaha - usaha selanjutnya

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri
yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Kediri ;

(2) PDAM sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) rnerupakan Pcrusahaatt Daerah rnilik
Pemerintah Kabupaten Kediri

Pasal 4

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Panglima Polim Nomor 7 Kecamatan

Pare Kabupaten Kediri.

BAB III
BINTUK IIUKUNT

l'ltsrtl 5

PDAM mcrupakan Dewan tJsaht Milik Dar;rah ytng bclbutrluli llulirrur l)clrrstltllrr
Daerah (PD) ;
Dewan Usaha milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa perusahaan Daeralt
tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur
Perusahaan Daerah ;
Bentuk Hukum PDAM dapat diubah dengan berpedoman pada peraturan
Perundang-undangan .

BAB IV
TUGAS, I'UNGSI DAN TISATTA

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas mengusahakan dan rnenyelenggarakan pengelolaan air
rninurn guna rreningkatkan kese.jahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial
dan pclayanan umum serta rncningkatkan pendapatan asli f)acrah.

Pasal 7

l)alarn nrclaksanakarr lugas scbagairnana dirnaksud cilrlarn l.rirsal 6 Irl)AM dikslola
secara prolbsional dengan prinsip ekonomi perusahaan. .

(l)

(2)

(3)

I
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Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PDAM
mempunyai t'ungsi :

a. produksi dan pengolahan;

b. distribusi;
c. peiayanan;
d. ketatausahaan.

Pasal 9
(1) Usaha PDAM adalah mengusahakan dan menyelenggarakan .,pelayanan air

minum kepada masyarakat.
(Z) Selain mengusahakan dan menyelenggarakan pelayanan arit minum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM dapat melakukan usaha lain yang
sejenis,

BAB V
MODAL

Pasal 10

(l) Modal PDAM adalah Kckayaan Dacrah yang dipisahkan dari APBD dan tidak
terdiri dari saham-saham ;

(2) Besamya modal PDAM per 31 Desember 2006 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.123.097.999.86

BAB VI
ORGANPDAM
Bagian Pertama

Umum

Pasal I I
( I ) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daernh didr.rkung dengan organ dan

Kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
b. Dewan Pengawas ; dan

c. Direksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Tatakcria

Pasal 12

l)r:ttclitpittt sttsttnntt orgattisrtsi <irrtt lala kcrit l'l)AM scbtgitinturr:r rlirrrakstrtl rlallnt
pasat I I ayat (l) harus rncmperhatikan :

a. beban kcria, fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan

perkembangan PDAM dan membagi tugas secara habis dalam struktur
organisasi ;



b. rentang kendali serta pendelegasian wewcnang yang jelas dari struktur organisasi
yang efisien, efektifdan proporsional ;

c. sesuai dengan sifat kegiatan pDAM sangat relefan mengembangkan jabatan
fungsional dari pada memperbesar struktur; t

d. susuna r organisasi, uraian tugas dan tata kela yang terkoordinasi, terintegrasi dan
sinkronisasi :

e. kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta elisiensi <.lari segi biaya ;f. dalam p€nempatan personil dalam jabatan harus memperhatikan keahtian daram
tugas serta akuntabilias ker.ya yang dapat dipertanggungjawabkan ;

g. organisasi PDAM harus rnengarah pada peningkatan pelayanan untuk mencapai
kepuasan pelanggan.

Pasal 13

Susunan organisasi dan tata kena pDAM diusulkan oleh Direktur kepatla Kepala
Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian l(ctiga
Direksi

Paragraf I
Pcnganglurtan

Pasal l4

Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan pengawas.
Batas usia Direksi yang berasal dari luar pDAM pada saat diangkat pertama
kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
Batas usia Direksi yang berasal dari pDAM pada saat diangkat pertama kari
berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60
(enam puluh) tahun.

Pasal l5

( 1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

a, mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S_l) ;

b, mempunyai pengalaman kcrya paling sedikit l0 (sepuluh) Tahun bagi yang
berasal dari ,DAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal f i tufrui
rnengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari pDAM, yang dibuktikan
dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan
penilaian baik I

c. lulus pelatihan marrajemen Air Minunr cli dalam atau di luar nogeri yang telah
terakre<iitasi di buktikan dongan sertifikasi arau iiazah ;d. nrembuat dan menyajikan proposal mengcnai visi dan rnisi I)I)AM :o. bcrsedia bekerya penuh waktu;
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f. tidak tenkat hubungan keluarga dengan Kr:pala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai deralat ketiga menurut
garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan

g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang di laksanakan oleh tun ahli yang

drtunj uk oleh Kepala Daerah.
(2) Pengangkatan Direksi setragaimana dirnaksud pada ayat (l) ditetapkan oteh

Keputusan Kepala Daerah

Pasal i6
(l) Jumtah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan .PDAM dengan

ketentuan:

a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sarrpai dengan 30.000

b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001

sampai dengan i00.000 .

c. paling banyak 4 (empat) orang Drreksi untuk jumlah pelanggan diatas

100.000.

(2.) penentuan jumlah Direksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) huruf b dan
huruf c dilakukan berdasarkan asas afisiensi dan efek:tifitas pengurusan dan

pengelolan PDAM.

(3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (ernpat) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji
kelayaka.r dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh
Direksi ;

(4) Masa Jabatan Direksi sebagaimana djmaksud pada ayat (1) selama 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masajabatan ;

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila
anggota Direksi terbukti mampu mcningkatkan Kincrja pDAM dalam
memberikan pelayanan kebutuhan air minum kepada luasyarakat setiap 'l ahun.

Pasal 17

(l) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga penrerintah pusat dan
Daerah;

b. anggota Direksi Pada BUMD laimya, BUMN, dan badan usaha swasta;
c. jabata.n yang dapat menimbulkan benturan hepentingan pada pDAM;dan/atau

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-unclangan.
(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak

langsung yang dapat menirnbulkan benturan kepentingan pada pDAM.

Paragraf 2
'l'rrgns rlnn Wcs,crr:trrg

Pastl l8
Direksr dalam mengelola PDAM nrempunyai tugas sebagai berikut :

rr. n]cnyusr.lll l)erencan ilrl, rnclakrrlian koordrnasi dtn pcrrgarvasarr scluruh kegiatan
opcrrrliorrrrI l,l )AM.
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b. membina pegawai ;

c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/oog:orate
plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah mclalui usul Dewan pengawas.

f. menyusun dan menyampaikan Rencana llisnis dan Anggaran 'I'ahunan PDAM
yang merupakan penjabaran tahunan dari Rcncana Strategis 13isnis (business
plar/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Detvan pengawas ; dan

g. menyusun d4_n menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM tennasuk neraca
perhitungan laba / nrgi.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola PDAM rnempunyai wewenang sebagai berikut .

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian
PDAM;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan perseetujuan Dewan
Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk mendudukijabatan dibawah Direksi ;

d. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukurn mewakili PDAM;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan

persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dervan Pengawas;
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan rnelakukan

kerjasarna dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas
pertimbangan dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 20

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana
representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lirna perseratus) dari jumlah
penghasilan ltireksi dalarn 1(satu) tahun,

Pasal 2 I

( I ) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi
menyampaikan laporan Keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri
dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;

(2) Tata cara pembuatan, penyarnpaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan
LabalRugi Tahunan PDAM diatur dengan Pcraturan Kepala Dacrah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Parngr:rf 3
I'cnghrsilrrrr,.lrrsrr l'rorlrrhsi rlirrr ('rrli

Pasa I 22

(l) I)enghasilan Direksi terdiri dari gajidan tunjangan



9

(2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) adalah :a. Direktur utama paling banyak 2,i 1a* io,r" f*ul kali gaji pokok tertinggi
, pada daftar skala gaji pokok pegawai ; danb. Direktur paling banyak aO Z" laetapa, puluh per seratus) dari gaj i pokok yangditerima oleh Direktur utama.

Pasal 23

(l) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (l) terdiri clari :a. tunjangan perawatan^esehatan yang layak ,rr.urut istri/suami dan anak; danb. tunjangan lainnya.
{z) oar11 hi'l poaMmemgeifoleh 

keuntungan, Direksi memperoreh bagian dari jasaproduksi : ./
(3) Besamya tunlangan dan.iasa produksi seb.qainrana clinraksud ,.(ln u'rll (l) (*1,

a-vat (2), ditetapkan olch Kcpull Ducrrrh sct.lhrlr rrrcrrrpcrlrut ikrrrr lx rrrirr,,ut l )cn,rrrr

. Pengawas dan kemaurpuan keuangan pDAM 
;

(4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan pengawas,
penghasilan pegarvai dan biaya Lenaga kerja tai'nya idat boreh merebihi 40 oh
(empat puluh per seratus) dari seruruh realisasi Anggaran perusahaan Tahun
Anggaran yang lalu.

Pasal24

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang
besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul oer"an pengawas dai
Kemampuan PDAM

(2) Direksi yang diberhentikan dengan homrat sebelum ,rasa jabatannya berakhir
dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dengan syarat lelah menjalankan tugasnya paling sedikit I (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2)
didasarkan atas perhiturga. larnanya lrertugas dibagi ,rasa jabata. dikarikan
pcnghasllan bulan tcraklir.

Pasal 25

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

a. cuti tahunan, selama l2 (dua belas) hari kerja ;b. cutr besar/cuti panjang, seranra 2 (dua) bLrran untuk soriap satu kari nrasa
jabatan;

c. cuti sakit;
d. cuti karena alasan penting atau cuti rncnunaikan ibadah hali scrarna 40 (enrpat

puluh) hari ;

e. cuti nikah:
f. cuti bersalin ; dan
g. cuti diluar tanggungan l,l)n M .

(2.1 l)irr:ksi ya,g rrrorlararkiLrr cuti scbaguirrrarra trirrraksud 1xrtr. uyat (r) total)
dibcrikan pcnghasilan pcnuh kccuali cuti diluar langgungan pDAM ;

1'11 I)clitksattrlltrt cttti sclli.lga itttflr'.r rlirrrirkstrtl patlir 1,ut 1l)diutur lcbih larjut olch
Kepala Daerah dengan berpedonran pada peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal26

(1) Direksi berhenti karena
a. berakhir masa jabatan ;

b. meninggal dunia
(2) Direksi diberhentikan karena :

a. atas pennintaan sendiri ;
b. reorganisasi 

]

c. mencapai batas usia 60 lenant puluh) tahun
d. melakukan tindakan yang rnerugikan PDAM
e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan

Daerah
dengan kepentingan

f, karena kesehatannva tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;

g. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-
kurangnya 5 (hma) tahun penjara.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kepala Daerah

Pasal 27

(l) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (2) huruf d, e, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dcwan
Pengawas untuk jangka waktu paling lama satu bulan;

(2) Pemberhent.an Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh
Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 28

(l) Paling lambat I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada pasal 27,Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh
direksi untuk menetapkan yang bersangkulan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagainrarra
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau
urerehabiiitasi.

(3) Apabila dalarn pcrsidangan scbagair.nana dinraksud pada ayat (l) Dircksi tidak
hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang
Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dircksi mcrupakan tindak pidana dcngan
putusan bersalah dan telah memper<lleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak horrnat.

Pasal 29

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
27 ayat (1) diberikan gaii sesuai pcraturan perundang-undangan.
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Pasal 30

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mcnerirra laporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e, dari Dewan Pengawas, sudah harus.

mengeluarkan Keputusan tentang pernberhentian sebagai Anggota Direksi. I

Pasal 3 I

( I ) Direksi yang didaktva rnelakukan tindak pidana sebagain,ana dimaksud dalarn

Pasal 26 ayat (2) hurul g, diberlentikan sementara oleh Kepala Daerah setelah

mendapat pertimbangan Dewanf engawas

(2) Pemberhentian sementara sgbirgairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah .

(3) Direksr sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan tindak
pidana dan tel:h mempunyai kekuatan hukurr tetap, diberhentikan oleh Kepala
Daerah .

(4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak dipuluskan pengadilan, Kepala Daerah harus

merehabilitasi dan/atau mengaktilkan kembali Direksi yang bersangkutan .

(5) Jika anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya rnerehabilitasi

anggota Dervan Pengawas yang bersangkutan .

Pasal 32

Anggota f)ireksri yang diberhentikan bcrdasarkan scbagairnana dirnaksud clalarn

Pasai 26 ayat (2) hurufa, h, c dan f, diberhentikan dengan hormat,

Anggota Direksi yang diberhentikan bcrdasarkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal26 ayat (2) hurufe , f, dan g , drberhentikan dengan tidak hormat:

Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 26 huruf c diberikan
pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang ditenma pada bulan terakhir.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

(l)

("\ )

Pnsal 33

Apabrla sampai bcrakhirnya nrasa jabatan Ditcksi, pcngangkatan Dircksi hanr
rnasih dalarn proses pcnyelesaian, Kepala daerah dapat rrenunj uk/rnengangkat
Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat

sementara.
Pengangkatan pejabat serncntara sebagainrana dinralisud pada ayat ( l) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kcputusan Kcpala I)at:rah scbagaimana dimaksud pada ayat (21 trcr)aku paltng

Jarna (r(cnarn.1 b ulern.

Pejabat Sementara sebagaimana diniaksud pada ayat (l) lidak dilakukan
pelantikan dan penganrbilan surnpah jabatan,

(l )

(2)

(3)

(2)

(1)
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(1)
(2)

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 34

Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Derah ;

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pejabat
pemerintah daerah, profesional dan/atdu masyarakat konsumen ;

Batas usia dewan pengawas sebagairlana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 35

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 33 memenuhi persyaratan :

a. menguasai manajemen PDAM ;

b. menyediakan waktu yang cukup;

c. tidak terikait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota

Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat

Ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk rnenantu dan

ipar;

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaitnana ditnaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

(l) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan

dengan ketentuan :

a. paling banyak 3 (tiga) orang unluk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

dan

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jurnlah pelanggan diatas 30.000;
(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan el'ektivitas pengambilan

keputusan.
(3 ) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat seorang

sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang scbagai sckretaris rrorangkap
anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

(l) Masa jabalan anggota Dervan Pcngawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk I (satu) kali masajabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pegarvas sebagaimana dimaksud pada ayat
( l) dibuktikan scngan kincrja clalarn mclakukan pengawasan tcrhadap
pelaksanaan kcgiatan direksi dan kcrrrarnpurn l'DAM dalarn tnenrngkatkarr
kinerja pelayanan air minurn kepada masyarakat.

(3)

/,t
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Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 38 
)

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. rtelaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pcngurusan
dan pengelolaan PDAM;

b. memberikan pertimbangan dan saran kepacia Kepala Daerah diminta atau tidak
diminta guna Ferbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan

Direksi, prograrn kerja )qng diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status
kekayaan PDAM, rencana iinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta
menerima, memeriksa dan alau menandatangani Laporan Triulan dan Laporan
Tahunan; dan i

c. memeriksa dan menyarnpaikan Rencana Strategis Bisnis (Business
plan/Corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang
dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 39

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,
tnempunyai wewenang :

a. menilai Kinerja Direksi dalam rnengelola PDAM;
b. menilai LaporarL Triwulan dan Laporan Tahunaq yang disampaikan Direksi untuk

mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengernbangan PDAM;

dan;

d. mengusulkan pengangkatan, pembeerhentian sementara, rehabilitasi dan
pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 40

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uangjasa

Pasal 41

( I ) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 457o (empat puluh lima per

seratus) dari gaji Direktur ;

(2) Sekretaris l)ewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per

seratusl dari gaji Direktur ;

(3) Anggota Dewan l)engawas mencrima uang jasa scbosar 35% (tiga puluh lima per

seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 42

[)alam herl I)DAM rnomporolch keuntungan, Dcwan I)cngerwas mcrnpcnrloh bagian

darija-sa Produksi secara proporsional densan berltdornilrl poda ketentuan Pir-sal { I
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Pasal 43

l-ttl-r" uangjasa dan bagian darijasa produksi sebagairnana dirnaksud daram pasar

fl*ffi}|frlitetapkan 
oleh Kepala Daerah denga-n memperhatikan r..,rurpuu, -

pasal 44

(1) Dewan Pengawas mendapat uangjasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh
, Kepala Daerah dengan mcmp.erhatikan t.*urrrprun ndelrf

(2) Dewan pengawas yang diberirentikan dengan iormat sebelum masa jabata*ya
berakhir, mendapat uang jasf oengabdian dengan syarat telah menjalankan
tugasnya paling sedikit I (satu/tahun.

(3) Besamya uang jasa pengabdian sehagaimana dirnaksud pada ayat (.1) dan ayat(2) didasarkan atas perhitungan ramanya bertugas dibagi masa jabatan crikalikan
uang.jasa bulan te,akhir.

Paragraf 4
Pemberhentirn

Pasal 45

(1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena;
a. masa jabatannya berakhir; dan
b. meninggal dunia

{2) Anggota Dewan pengawas dapat dibcrhentikan karcna :a. atas permintaan sendiri ;

b. reorganisasi ;

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah trerakhir
d. mencapai batas usia 65 (enam puluh) tahun Ie. tidak dapat melaksanakan tugas karena kesehatannya secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap bertuut-turut selama 6 (enam) bulan ;f melakukan tindakan yang mertrgikan pDAM 
;g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dcngan kepentingan

Daerah atau Negara ;

h. melakukan tindak piclana dengan ancarnan hukuman penjara paling singkat
(lima) tahun penjara.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan cleh Kepala
Daerah setelah mendapat pertimbangan Asistell Sekretariat Daerah y"rg
membidangi ,

Pasal 46

(i) Anggoto Desnn Penqaturs vant nrcl:rkrrkxn pcrhultiul
r'irrlttrn prtstri .15 *tltt 1-') lrrrr.rrt' l' tlrrrr rq ,.1r1r1,1111.11111,11q

sr'lrrtllrt irr ur rrl rlirrrrtksrrtl
sr'tllallll ll (rl(.ll t\(.1\tlrt

l)acrah
(2) Pemberhentian sementara sebagainrana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan

dengan Kcputusan Kepala Daerah.
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Pasal 47

(l) Paling lambat I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada pasal 46, Kepala Daerah melaksanal<an rapat yang dihadiri deh
Dewan Penllawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

(2) Apabila dalarn wakru I (satu) bulan Kepah l)acrah belunr nrclukukan rflpat
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) penrberlrcrrtian scrncntart batal tlcrni
hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dinraksud pada avat (l) Dcrvan
Pengarvas tidak hadir. tanpa alasan yang sah, yang bersangkutiir dianggap
menerima hasil rapat.

(4) Apabila perhuatan yang dilakukan oleh Dowan Pengawas merupakan tindak
pidana dengan puiusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukunr tetap
yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 48

(l) Dewan Pengarvas yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah
setelah mendapat pertimbangan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi ;

(2) Pernberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(3) Delan Pengawas sebagaimarla dimaksud pada ayat (l) apabila terbukti
melakukan tindak pidana dan tclah mempunyai kckuatan hukum tctap,
diberhentikan oleh Kepala Daerah ;

(4) Dewan Pengawas yang diberhentikan senlentara scbagainrana dirnaksud pada

ayat (i) setelah melalui proscs peradilan terrlyata tcrbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadrlan yang telah menrltunyai kekuatan hukurr tetap,
palrng larna 30 (tiga puluh) hari scjak diputusliarr porrgadrlan, l(cpala t)acrah
harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kernbali Dewan Pengawas yang
bersangkutan;

(5) Jika anggota Dewan Pengarvas yang diberhcntikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jalratannya, Kepala Daerah hanya
merehabilitasi anggota Dewan Pengalvas yang bersangkutan .

Paragraf 5

Penilaian Kinerja

Pasal 49

f)ewan Pcngawas pada setiap akhir tahun buku mclakukan pcnilaian atas

kinerja PDAM rneliputi aspek keuangan, aspck operasional dan aspck
aclministrasi;
Ilasil pcnilairn alas kincrla I)DAM scbaganrrana climaksLrd pada ayat (l)
dijadikan dasar menentukan pcnggolongan tingkat keberhasilan ;

Penggolongan tingkat keberhasilan diatur k:bih lanjut oleh Kcpala Dacrah

dengan tlerpedontnn ptda l'eralrrrlrr l'crundlng-rrrrtlanuun.

(l)

(2)

(3)
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paragraf 6

Kesekretariatan

Pasal 50

(1) Untuk membantu kelanoaran tugas Dewan pengawas clapat dibentuk
Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan pengawas.

(2) Sekretariat Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada
PDAM.

(3) Pembentukan Seketariat Dewan pe-tlgawas sebagaimana dimaksud
( 1 ) dan aya : (2 ) mernperhatikarl-efi siensi irembiayaan pDAM

Sekretariat

ayat (l)
Anggaran

pada ayat

B.\ll vll
KEPEGAWAIAN
Bagian pertama

Pengangkatan

Pasal 51

(1) Direksi berwenang mengangkat pegawai seterah mendapat persetujuan dari
Kepala Daerah ;

(2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan
keuangan PDAM.

Pasal 52

( 1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :

a. warga Negara Indonesia (WNI) ;

b. berkelakuan baik dan belum pemah dihukum ;

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
f. lulus seleksi

(2) Tata cara pengangkatan sebagairnana dirraksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut
dengan peraturan PDAM yang ditetapkan oteh Direksi setelah mendapat
pertimbangan dari Dewan Pengawas dan persetujuan Kepala Daerah .

(3) Pengangkaran pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat
3(tiga) bulan dan paling larna 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi
dattar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik

(4) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (3) dilakukan penilaian
rutoltputi:

a. loyalitas;
b. kecakapan;
c. kesehatan;
d. kerjasama;
e. kerajinan;
L prcstasi kcrjn; darr
g. ke jujuran.
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(5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang

pesangon.

Pasal 53 "-- I

( 1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian

honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direl<si yang

berpedoman pada upah Minirnum Kabupaten dan/atau disesuaikan kemampuau

keuangan PDAM
(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dinraksud pada ayat (1) tidak

diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 54

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh cnam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat

pengabdian setingkat lebih tinggr dari pangkatnya dengan ketentuan paling

sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

llrtgirtrr ltt'tlrrn

l'cnghttsihtrt (lrln ( ltlti

Pasal 55

(l) Pegawar PDAM berhak atas gaji, turlangan dan penghasilan lainnya yang sah

sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung j awabnya.
(2) funjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputr .

a. tunjangan pangan,

b. tunjangarr kesehatan; dan

c. tunjangan lainnya.

(3) Tunj angan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan
kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggLrngan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagarmana dimaksud pada ayn (21 mcliputi pr:ngobatetn

dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya

ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(5) Pemberian hak sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan

kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 56

( 1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala

gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

PDAM.
(2) Kotcntuan gaji pegawai PDAM sebagairuana tlinraksutl pada ayat ( l) ditetapkan

dcngan Keputusan Direksi.

l)asul 57

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suarni paling tinggi
10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
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(2)

(3)

(4)

Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dan 2l (dua puluh satu) tahun.
belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak rnenikah diberikan
tunjangan anak 5%o (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai
umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolahikuliah yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak
untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 5 8

Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihirnpun dari usaha pDAM
atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

'

Besamya tunjangan jaminan hari tua sebaga imana..dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas perhitungan gaji. '\

Pasal 59

Dalam hal PDAI{ mamperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari
jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM

Pasal 60

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja
Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua)
tahun.

Pasal 6 I

( I ) Pegawai riemperoleh hak cuti meliputi:
a. cuti tahunan;

b, cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti katena alasan panting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e. cuti nikah;
f. cuti bersalin; dan
g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana rlimaksud pada ayat (l) tetap
diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan pDAM.

(3) Pelaksanaan curi sebagaimana dimaksud pada ayar (l), diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kctiga
I,enghargaan du n'I'anda Jasa

Pasal 62

(l) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja
secara terus menerus selama l0 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan pDAM.

(1)

(2)
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(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang terah rnenunjukk.n
prestasi luar biasa dalam pengembangan pDAM.

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 63

Setiap pegawai wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia'tahun 1945;
b. rnendahulukan kepeirtingan PDAM di atas kepentingarr laimya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan_

Pasal 64

Pegawai dilarang:

a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri

dar/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Ncgara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 65

(l) Pegawai PDAM dapat dikcntkan hukunran
(2) Jenis hukuman sobagairnana dirnaksud.pada itylt (l) nrclipuli:

a. teguran lisan;
b. teguran tenulis;
c. penundaan kenaikan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan pangkat:
e. penurunan pangkat;
f. pembebasan jabatan;
g. pemberhentian sementara;
h. pemberhentian dengan hormat; dan
i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Tata cara penjatuhan hukuman scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan perirturan PDAM

(4) Pelaksanaan penjaruhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 66

( l) t)r:gawai t'DAM dibcrhcntika^ scrncntara apabira drdug, tclah rnqlakukan
larangan sebagarrnana dirnaksud dalarn pasal (r4 darr/atau tindak pitlana.

(2) l'cur br:rhontian sollentara sctragairnarra dirnaksud pada ayat (l) paling laura 6
(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukurr tclap
atas drrgalrr lirrdak piclarra yarrg <lilakrrliarr.



aa
20

Pasa I 67

( l ) Pegawai PDAM yarrg diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud daltfm
Pasal 66, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lirna puluh per seratus) dari
Eaji.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan
kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang
belum diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara schagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) terbukti bersalah. Direksi rnemberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 68

(1) Pegawai dib,:rhentikan dengan hormat, karena:

a. meninggal dunia; .

b. permintaan send irit
c. tidak dapat melaksanakan tugas;
d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter;
e. telah mencapai usia pensiun; dan atau
f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan horrnat diberikan pesangon yang besarnya

ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b

pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya,

Pasal 69

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena.
a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah

memperoleh kekuatan hukurn tctap; dan/atau
c. merugikan keuangan PDAM.

tlAI| vnt
DANA PENSIUN

Pasal 70

(l) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang
drsclcnggarakan olch Dana Pensiun pcmbcri Kcrja atau Dana pensiun

Lernbaga Keuangan.
(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pacla ayat (l)

didasarkan atas pertirnbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi
darr pcgawai PDAM sr:sLrti tlongan pcraturan pcrurrtlang-undanga n.

(.i) n llrs 1rct{ttttltttttgttlt clr:ktrlitts thrn clisrcrrsi pcrryclcrrggurt l)rogrunl l)cnsr61
sebagaimanu dimaksud pada ayat (i) diutarnakan dana pensiun pemberi kerja
yang diselerrggarakan olch gabungan PDAM, (DAPENMA pAMSI).
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BAB IX
ASOSIASI

Pasal 7l i
(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh

Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang rnenjembatani

kegiatan kerjasama antar PDAM dalarn dan luar ttegcri dan lrerkoordinasi

dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAI} X
AKTINTANSI, ANGGARAN DAN LAPOIIAN

Pasal 72

(l) Dalam melaksanakan keuangan, operasional dan adrrinislrasi guna peningkatan

kinerja, PDAM harus berpedoman pada pedoman akttntansi Perusahaan Daerah

Air Minum ;

(2) Dalam melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang, PDAM harus

berpedoman pada peraturan perundang - utldangan.

Pasal 73

l'ahun buku PDAM adalah Tahun takrvin, dimulai tanggal I .lanuari sarnpai clcngan

3 1 l)esember.

Pasal 74

(l) Anggaran Perusahaan daerah disusun berdasarkan peraturan Perundang-

undangan ;

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebclunr berakhirnya Tahun Btrku, Anggaran

I,DAM diusulkarr Dirr:ksi untuk rrrcdapalkilrr Jre rrgcsirlrirrr tllt i l(cpirlu I )irctttlt .

(3) Apabila anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 ditolak oleh Kcpala

Daerah, Dileksi menggunakan anggaran perusahaan Tahun sebelumnya ;

(4) Anggaran tambahan atau perubahan yang terladi dalam Tahun buku yang

bcrjalan harus mcndapat pcrsclujuan dari Kcpala f)acrah sctclah nrcndapat

pcrtinrbangan dari Dcwan Pcngarvas,

Pasal 75

( I ) Direksi membuat Laporan Triwulan dan laporan 'fahunan 
;

(2) l.aporan Triwulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) teridiri dari Japoran

kegiatan operasional dan keuangirn yang dtsanrpaikan kepada l)cr'van Pengawas

(3) Laporan tahunan sebagaintana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari laporan

keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani

bersama dircksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
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(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling
larnbat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk
disahlan oleh Kepala Daerah paling lambat dalarn waktu 30(tiga puluh) hari
setelah ditenma. i

(5) Direksi menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media massa paling lambat
15(lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.

(6) Anggota f)ireksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara
tertulis.

Pasal 76

Laporan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada
Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan

I(cpala Daerah rnelalui Dewan
hasil auditor ekstemal.

BAB XI
TARI} AIRMINUM

Pasal 77

(l) 'l'arif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar
oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM;

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan usul Direksi, setelah disetujui oieh I)ewan Pengawas;

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip-
prinsip :

a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air ;

e. transparansi dan akuntabilitas; dan

f. perlindungan air baku.
(4) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitturgan taril'rneliputi :

a. biaya operasi dan pemeliharaan ;

b. biaya depresiasi / amortasi .

c. biaya bunga piniaman ;

d. biaya-biayalain ; dan

e. keuntungan yang wajar.
(5) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PDAM wajib

menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif dalam rangka penerapan

subsidi silang antar kelompok pelanggan ;
(6) Klasifikasi tarifmcnurut kelompok pelanggan scbagaimana dimaksud pada ayat

(5) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi dengan

mempe limbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 78

(l) Dircksi dapat mclakukan pcnycsuaian taril scsuai dcngan tingkat inflasi dan

beban bunga pinjarnan ;
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(2) Penyesuaian taril sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan

formula indeksasi pada besaran nilai indeks yang berlaku yang ditetapkan oleh
pemerintahan ;

(3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pireksi

kepada Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuaan Dewan Peigawas
untuk ditetapkan sebagai tanf penyesuaian.

Pasal 79

(l) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volurne air yang terjual;
(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada tingkat

biaya sebagai berikut :

a. biaya rendah ;

b. biaya dasar;
c. biaya penuh,

(3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan

antara PDAM dengan pelanggan khusus.

Pasal 80

(l) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, paling lambat 4 (empat) tahun

sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif ;

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada

Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru'

Pasal 81

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterirna usul penyesuaian atau penirrjtuan

tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud ;

(2) Apabila Kepala Daerah menolak, Direksi mengajukan tarif barti berdasarktn

petuniuk Kepala Daerah.

Pasal ll2

(l) Pendapatan PDAM terdiri :

a. hasil penjualan air;
b. beban tetap ;

(2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus menculiupi
untuk pemulihan biaya ;

(3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama

dengan biaya akunting dan paling tinggi sama dengan biaya finansial.

Pasal 83

( l) Setia,r pelanggan baru dikenakan biaya pcnyatrbungan ;
(2) Biaya penyambungan scbalgimana dirlaksud pada ayal. ( I ) tcrtna:iuk hiaya

meler.
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Pasat 84

(1) Pelanggan P,JAM memPunYai hak :

a. mendaPat PclaYanan Yang baik ;

b. mendapat penyaturan air minum secara terus - lllenerus dengan nrutu dan

kualitas Yang baik ;

c. memperoleh air minum dengan harga yang wajar ;

d. rnendapat pelayanaan untuk perbaikan apabila ada gangguan pcnyaluran atr

minum ;

e. mendapat ganti rugi yang layak apabila terjadi terputusnya saluran air

minum yang diakibatkan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh PDAM '

(2) Pelanggan PDAM mcmpunyai kewajiban :

a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat

Pemanfaatan air minum

b. iurut menjaga dan memelihara keamanan instalasi saluran air I'DAM ;

c. memanfaatkan air minum sesuai peruntukannya ;dan

d. membayar uang langganan atau harga air minum sesuai ketentuan atau

Perj anl ian.

(3) pefonggan PDAM bertanggunglawab apabila karena kelalaiannya

mengakibatkan kerugian PDAM ;

(4) eclaiggan PDAM wajib mcntaati pcrsyaratan tcknis yang ditcntukan PDAM ;

iri rcctcnllan atau pcrjanjian bagi pclanggan yang tcrlatnbat mcmlrayar akan diatur

lebih lanjut dengau peraturan PDAM setelali mendapat pertirnbangan dari

Dewan Pengawas.

BAI} XII
HAK DAN KEWAJTBAN PIiLANGGAN

l!Al| xlll
PtNltl'APAN Pl'lN(;(illNAAN l,AltA

untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30 70 ;

untuk Anggarat Pendapatan dan Belania Daerah sebesar 25 % ;

untuk cadangan umum sebesar 20 7o ;

untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 10 % ;

untuk jasa Produksi sebesar 15 %'

Pasal 85

Penetapan penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi dengan

penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar' dialokasikan

sebagai berikut :

a.

b.

d.
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Pasal 86

(1) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 harus memperhatikan kesehatan dan kemamprlan

Keuangan PDAM.

(2) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan

Kepala Daerah.

(3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 87

Dana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a di

gunakan untuk keperluan pembangunan Daerah yang di selenggarakan oleh

Pemerintrh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 88

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

huruf b disetor ke Pemerintah Kabupaten Kediri setelah laporan tahunan PDAM

disahkan oleh Kepah Daerah.

Pasal 89

(l) l)rtttlt trtthtltf.rttt ttlttlttlt 'r\'lrrr[rrirrrrrtrt r l i r r r r r l , , r r r , l ,lrrllrrr l'rr.,rrl ii t llrrrrl r ,lrrri

penyisihan laba bersih dilakukan sampai cad^ngan urnurn rnenoapai paling
sedikit 20% (dua puluh perserarus) dari modal pDAM.

(2) Dana cadangah umum sampai 20 o/o (dua puluh perseratus) dari modal pDAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya digunakan untuk menutup ken.rgian
PDAM.

(3) Setelah tercapai lebih dari 20 %o (dua puruh per seratus) dari modal cadangan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat digunakan untuk
investasi./pr ngembangan usaha pDAM.

(4) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dialihkan untuk pcnggunaan lain dcngan Kcputusan Kepala Dacrah.

Pasal 00

( l) l)cllggtlllililn danit sosial tllrr pcnditlikan sctragairrarra tlirnaksull tlalanr I,lstl 8.5

huruf d digunakan untuk bantuan sosial <ian peningkatan Surnber Daya
Manusia pcgawai PDAM.



!tt
26

(.2) Tata cara penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan PDAM.

BAI] XIV
KERJA SAN{A DI,NGAN PIIIAI( IflTIGA

Pasal 91

(1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tidak
mengubah status Dewan hukun PDAM ;

(3) Ke{asama dengah pihak ketiga sebagaimana dimaksud pad^ ayat (1) dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dengan
berpedornan pada peraturan Perurrdang-undangan.

BABXV
PEMBUBARAN

Pasal 92

(1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(.2) Sebelum ditetapkan pembubaran PDAM sebagairnana dimaksud pada ayat (l)

Kepala Daerah membentuk panitia Likuidasi ;

(3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Kepala Daerah.

BABXVI
PENYIDIKAN

Pasal 93

(l) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
PDAM, diberi wewenagng khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang - Undang Hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang PDAM ;

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) berwenang :

a. melakukart pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM ;

b. nrelaliukan pemeriksaan terhadap orang atau Dcwan usaha yang diduga

melakukan tindak pidana dalam l<egiatan usaha PDAM ;

c. memanggi| orang unluk didcnpr dan rltytil.lz t)cb l',^t ,ji11..,,t itthu tq,,i,rt,t,l.;,

. rJalatn y;rkara Undak prclaua dttlarn dalirrn kcgratarr lsahir l,ltAM ,

d. menl geledah tempat yang diduga untuk rnclakukan tindak pidana dalatu

kegiatan usaha PDAM ;
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e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan

menghentikan penggunaan peralatan yang diduga

melakukan tindak pidana ;

t'. menyegel dan / atau menyita alat kegiatan usaha PDAM

untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti ; dan

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha PDAM.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada pejabat polisi

Negara Republik lndonesia sesuai dengan ketentuan peraturan" peraturan

perundang-undangan Yang berlaku ;

(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dirnaksucl ayat (2) dilal<ukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETf,NTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang menggunakan atr minun PDAM yang bukan haknya dengan

maksud untuk memantaatkan secara rnelawan [-lukurn, dipidana karena

melakukan pencunan dengan pidana pentarrr paling larna 3 (tiga) bulan atatl

denda paling banyak Rp. 25. 000.000,00 (dua puluh lirnajuta rupiah)

Setiap orang yang karcna kelalaiannya nrcngakibatkan rusaknya instalasi ait

minum PDAM sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan air minum

PDAM dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enarn) bulan

atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,00 (lirna puluh juta rupiah)

Apabita kelalaian sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) mengakibatkan

terputusnya saluran sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana

peryara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pating banyak l{p 25. 000.000,00

(dua puluh lima juta ruPiah)

l|Al| xvlll
KL,'l liN't tlAN I'lrt{r\LIIIAN

Pasal 95

Pacla saat berlakunya Pcraturan Daerah ini Penclirian PDAM Kabupaten Ketliri tetap

berlaku kesuali ditentukan lain dalrun Pertturan Dacrah .

usaha PDAM dan

digunakan untuk

i
yang di gunakan

(1)

(2)

(3)



BAB XIX
KBTtrNTUAN PtrNTJTTiP

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ieknis
pelaksanaannya diatur tebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah irri, rnaka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap urang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 2 - 3 -2007

BUPATI I(I'D[III,

TTI)

SUTIUSNO

Diu nrlrrnglcr n (li l(cdiri
padatnnggat 5-6 - 2007

SEKRETARIS DAERAH

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMI}AIT.AN DAERAI{ KAI}UPATEN KEDIRI
TAIIUN 2OO7 NOMOR, 4

xntirt't"trt
N Lnt,ttr'l7

L6

tlengan aslinya
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PEN.IEI,ASAN

ATAS

PERATT]RAN DAERAH KARTJPATEN KEDIIiI

NOMOR 4 'lAHLn'I 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABIJPATEN KEDIRI

UMIJM

perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya pentsahaan milik Pemerintah

l(abupaten Kediri yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan

masyarakat, disamping itu merupakan suatu alat kelembagaan otonomi daerah. Perusahaan

Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem

pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjarnin kelangsungan Detlokrasi

ckonorni yang berlungsi sebagai alat guna Incnlngkatkan k cse.ja hte railll masylrakilt.

Dalam melaksanakan tugas, Perusahaan Daerah tnengusahakan dan menyelenggarakatr

pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial,

kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan

peraturan perundang-undangan yang rnengatur Perusahaan Daerah air Minutn telah banyak mengalanri

perubahan, maka Peraturan daeral Kabtrpaten Kediri Nornor l5 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daeralt

Air Minurn Kabupaten Kedui kurang sesuai lagi sehingga tidak berlaku serta ditetapkan kernbali dalam

Pcraturan Daerah.

], PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 3

CukuP jelas

Pasal 4

CukuP jelas

Pasal 5

CukuP.iclas

['asal 6

CukuP ielas

I)asal 7

CukuP.ielas

Pasal 8

CukuPielas
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i)asal 9

Cukup.jelas

Prsal 10

Ayar I
Cukup.jelas

Ayat 2

Modal dimaksud terdiri I

- penyerahan aktiva tetap dari pemerrntah pusat Rp. 4.667.234.22B,OO
- modal dan pemenntah Kabupaten Kediri Rp. L455.g63.j71,g6

Pasal 1l

Crrkup jelas

Pasal l2
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal l4
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Culiup jelas

Pasal 18

CuJ<up jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jclas

Pasal 21

Cukup j elas

Pasal22

Cukupjelas
Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup.jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat I

Cukup jelas

Ayat 2

hurul'a
Cukup jelas

hurul' b

Cukup jelas

2
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hurul c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf I
Yang dirnaksr,d dengan tidak dapat melakanakan tugas secarii berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut adalah menderita sakit yang mengakibatkan
baik fisik maupun mental tidak beriungsi secara norrnal yang dibuktikan dengan surat
keterangandokter yang berwenang.

Pasal2T

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 3l

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan didakrva dalarn ketentuan ini adalah perkaranya telah

dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cu,[iup jelas

Pasal32

Cukup jelas

Pasal 33

CukupjoJas

Pasal 34

nyat(l)
Cukup jelas

Ayat (21

- Yang dimaksud dengan Pejabat pemerintah adalah pe.jabat yang tugas dan
Irrr rgs irryir nrcrrrhintr l,l)A M

- Yang dimaksud dcngan perorangan adalah tcnaga prolcsional tcrmasuk mantan

urrsur plmpinan dan stal' I)DAM
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- Yang dimaksud masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggln
PDAM, mengetahui manajemen pDAM dan mampu menjembatani antara pDAM
dengan masyarakat pelanggan pDAM

Ayat (3) !
Cukup.jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 4 I

Cukupjelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup.jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup.ielas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukupjclas

Pasal 48

Cu k up.jclrrs

Pasa I 49

Cuhup j elas

Pasal 50

Cukup jelas
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Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup ielas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas,

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukupjelas.

Pasal 63

Cukup.jclas.

Pasal 64

Cukup jclas.

pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukupjelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Clukup.jelas



Pasal 7l

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukupjelas

Pasal 76

Cukupjelas
PasalTT

Ayat (1)

Cukup ielas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tarif air minum adalah Tarif air minum harus

terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan,

pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dcngan cara menl:tapkan tarif
air rninum rendah atau tarif air minum lasubsidi. Untuk rnenutup beban

bersubsidi tersebut PDAM menctapkan tarif air rninum yang lcbih tinggi bagi

kclornpok pclanggan yang lcbih rnarnpu dan bagi polanggan yang rncnggunakan

air diatas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Humf b

Mutr"r pclayanan adalah tingkat pclayanan (lcvcl of scrvicc) yang ditcrima

olch pclanggan darr PDAM.'l'arif' air nrinunr 1,arrg arlil aclalah taril'yarrg

seirnbalg dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung n.raksud bahwa

penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai

minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu

tertentu. Mengingat tarrl air rrrinurn menggunakan kebijakan tarif diferensiasi

dan taril progresil sehingga tarif yang ditetlpkan tr:rdiri dari beberapa jenis

tarif-

Huruf d

I )j1gl, y,ynrlyryty lj,11r11',1 1r:trnlitttttt ttr 1t)tttV.i,ittt Tj ti/, tnll ,l lr,ttttl ttttt
armva melebihr standar kebutuhan pokok drkenakan tartf yang lcbrh trnggr

rurclalui turil'progrcsil. l ujuarr pcmbcrlakuan taril progresil tersebut adalah
sehagai pcngcndalian konsurnsi, konservasi sunrtrer air, dan sr:bagai subsidi
s ilar.rg.
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Hurule

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada

pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai ha!-hal yang

berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas

mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai

perhitungan biaya dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f
Unttrk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif
air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlin<lungan dan

pelestarian fungsi sumber air.

Pasal 78

Ayat (l)
Cukupjelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula

atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan

yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan

kontrak perjanjian ke{asama. Dalarn hal tcrjadi kejadian luar biasa yang

mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran

perusahaan atau busi[ess plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik. yang

dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah surttu peristiwa yang menyebabkan tarif
dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan rebasing terhadap

' rencana keqja dan anggaran perusahaan (business plan) yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukupjelas

Pasal 79

Cukup jclas

Pr,sal 80

Cukup jelas

Pasal 8l

Cukup.jclas

Pasal 82

Cukup jclas
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Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

; Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

! '. Pasal 87

i Cukupjelas

Pasal 88

Cukup jelas

, pasal g9

, (\,,L,,-:-r-.1 Cukup jelas
Y

I Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

pasal 93

Cukup jelas

1 Pasal 94

"r Cukup jelas

Pasal 95

Ctrkup jelas

I)asal 9(r

Cukup jclas

Pas t)J

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas
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